BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2018

BUMN. Pengelolaan TI. Perubahan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-03/MBU/02/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU /2013 TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sebagai panduan pengelolaan Teknologi Informasi

Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan
Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik

Negara;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan sarana
Teknologi Informasi yang lebih efektif dan efisien, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2013 tentang
Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi

Badan Usaha Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
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Mengingat

Menetapkan

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-02/MBU/2013 tentang Panduan
Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan

Usaha Milik Negara;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian
Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 74);

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola  Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013
TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
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Pasal I
Lampiran | angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2013
tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi
Informasi Badan Usaha Milik Negara diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
RINI M. SOEMARNO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-03/MBU /02/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-
02/MB1J/2013

4. PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

4.1.

4.2

Tujuan Panduan

Penyusunan panduan ini bertujuan agar:

4.1.1 koordinasi kerja dengan memanfaatkan sarana Teknologi
[nformasi (TI) antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dann BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien;

4.1.2 TI selaras dengan kebutuhan bisnis;

4.1.3 Tl dapat memanipukan (enable) bisnis dan menmiberikan
manfaat optimal,

4.1.4 sumber daya Tl dignnakan dengan penuh tanggung jawaly;

4.1.5  risiko-risiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik;

4.1.6  kepatuhan (compliance) terhadap aturan Tata Kelola Tl yang

ditetapkan;

4.1.7  penerapan Tata Kelola TI merupakan tanggung jawab direksi,
dengan akuntabilitas pelaksanaan  disepakati untuk
diserahkan kepada salali satu direktur sesuai dengan

kepentingan bisnis masing-masing BUMN.

Kerangka Kerja (Framework) TataKelola TI

Kerangka Tata Kelola TI terdiri dari komponen-komponen yang
merupakan hierarki Tata Kelola TI, yang saling berhubungan dan
berfungsi sebagai pedoman untuk memandu Tata Kelola TL
Komponen-komponen tersebut terditi dari prinsip, kebijakan,
standar, prosedur, serta alat bantu dan teknik.

Sebagai acuan, ruang lingkup Prinsip Tata Kelola Tl yang lengkap
mencakup sebagaimana tersebut di bawah:

4.1.1 Prinsip Manajemery;

4.1.2  Prinsip Organisasi;

4.1.3 Prinsip Data dan Informasi;

4.1.4 Prinsip Aplikasi,

4.1.5 Prinsip Teknologi;

4.1.6 Prinsip Keamanan TL

www.peraturan.go.id



